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ABSTRAK

Muthmainah, Siti. 2010. “Proses Pembentukan Peraturan Desa di Desa Tepusen Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung”. Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Dra. Hj. Martitah, M.Hum, dan Drs. Suhadi, SH, M.Si,.  97 Hal.

Kata Kunci: Proses Pembentukan Peraturan Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sarat dengan muatan otonomi daerah dan nuansa pemberdayaan masyarakat, memberikan arah baru dalam mereformasi semua kebijakan, baik pada bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintah Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Salah satunya adalah peran Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa dalam pembuatan Peraturan Desa. 
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah proses pembentukan Peraturan Desa di Desa Tepusen Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung (2) Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam proses pembentukan Peraturan Desa di Desa Tepusen Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui bagaimana proses pembentukan Peraturan Desa di Desa Tepusen Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung (2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam proses pembentukan Peraturan Desa di Desa Tepusen Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung (3) Untuk mengetahui penyelenggaraan Pemerintahan Desa setelah berkembangnya otonomi daerah (4) Untuk mengetahui bagaimana peran BPD dalam proses pembuatan Peraturan Desa di Desa Tepusen Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung. Manfaat penelitian: (1) Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum Tata Negara, khususnya tentang Pemerintahan Desa (2) Menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman penulis dalam mempraktekkan teori yang telah di dapat dari perkuliahan, khususnya mengenai Hukum Tata Negara (3) Bagi penulis dapat menambah pengetahuan tentang pemerintahan di tingkat Desa dan alat-alat perlengkapan Desa dalam hubungannya dengan Hukum Tata Negara.                                                                                                               
Dalam hal lokasi penelitian, penulis memilih mengadakan penelitian di Desa Tepusen Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung. Fokus penelitian ini sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan, yaitu mengenai Proses Pembentukan Peraturan Desa serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembentukan peraturan desa tersebut, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Wawancara, Dokumentasi. Yang menjadi sumber data penelitian adalah :Data Primer. Responden dalam penelitian ini adalah: Anggota BPD Desa Tepusen Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung. Informan: Perangkat Desa dan Masyarakat. Data Sekunder. data dari hasil studi pustaka. Teknik pengolahan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, (4) penarikan kesimpulan atau verifikasi.
Proses Pembentukan Peraturan Desa di Desa Tepusen mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2007 tentang pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan desa. Maka tahap-tahap pembentukan Peraturan Desa di Desa Tepusen adalah sebagai berikut: (1) BPD dan Pemerintah Desa membuat Rancangan Peraturan Desa (2) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa (3) Rancangan Peraturan desa dibahas secara bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam rapat BPD (4) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama dengan BPD kepada Bupati untuk dievaluasi sebelum ditetapkan paling lama 3 (tiga) hari (5) Bupati menyampaikan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak  Rancangan Peraturan Desa tersebut diterima (6) Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang tukar menukar tanah kas desa dan pengalihan fungsi tanah kas desa yang telah disetujui bersama dengan BPD dan telah mendapatkan ijin dari Bupati menjadi Peraturan Desa (7) Ketua BPD menyampaikan Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa (8) BPD menyampaikan Rancangan Peraturan Desa dalam bentuk Keputusan BPD dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama (9) Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Keputusan BPD tentang persetujuan Rancangan Peraturan Desa (10) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Desa tersebut (11) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa/Keputusan Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa (12) Pemuatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Sekretaris Lembaga yang menetapkan Peraturan Desa (13) Pemerintah Desa menyebarluaskan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa kepada masyarakat (14) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa kepada Bupati sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan. 







Saran dalam penyusunan Peraturan Desa: (1) Hendaknya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, transparan, dan melibatkan partisipasi masyarakat (2) Penyusunan Peraturan Desa hendaknya juga memperhatikan  aspek  teknis supaya Peraturan Desa dapat efektif berlaku (3) Adanya pembekalan materi tentang tugas pokok dan fungsi dari anggota BPD (4) Adanya peraturan tata tertib BPD yang jelas yang dapat mendukung terciptanya fungsi legislasi dari BPD (4) Adanya Peraturan Desa yang variatif yang memang dibutuhkan oleh masyarakat.
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